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ABSTRAK 
FITRI RAHMIYANI ANNAS, (B 111 10 039), Nafkah Iddah dan Mut’ah 
pada Perkara Cerai Talak  di Pengadilan Agama Makassar. Dibimbing 
oleh Bapak Sukarno Aburaera sebagai Pembimbing I dan Bapak Achmad 
sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembebanan nafkah 
iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama 
Makassar serta pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah 
iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama 
Makassar. 
 Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar tepatnya di 
Pengadilan Agama Makassar dengan melakukan wawancara langsung 
dengan hakim serta mengambil beberapa data yang terkait dengan 
persoalan yang sedang Penulis teliti sebagai dasar acuan dalam 
menjawab pertanyaan yang timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis 
juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah 
serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur, undang-undang 
serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) 
Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di 
Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan gugatan 
rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah ataupun hakim menghukum 
suami secara ex officio untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah. Namun 
ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi 
kendala utama dalam pembebanan nafkah. (2) Pelaksanaan putusan 
hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai 
talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara 
sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah 
berupaya melindungi hak-hak isteri dengan melakukan penundaan 
pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan mut’ah.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, 
perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-
laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia 
sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga 
dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang 
antara suami dan isteri.1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”2.  
Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara 
laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga 
yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk 
membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun 
seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga 
suami isteri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga. 
                                                          
     
1
Ahmad Azhar Basyir, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, hlm.1. 
     
2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila 
kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan 
jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat 
kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka 
barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke 
pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan 
upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan isteri yang 
berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan 
cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang 
beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan 
Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan 
Negeri. 
Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah 
tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh 
berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang 
tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai 
dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian 
dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian 
yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas 
dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI). 
Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap 
isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan 
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suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan 
sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal ini menentukan 
kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah 
untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari 
isteri berupa gugatan rekonpensi, majelis hakim dapat menghukum 
mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, 
mut’ah dan nafkah anak. 
Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani 
masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan 
mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah 
suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang 
isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat 
Al-Baqarah Ayat 228 yang artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah 
menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka 
beriman kepada Allah dan hari akhirat.” 
 
Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah  
wajib  memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya 
yang telah dijatuhi talak. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada 
isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, 
sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur 
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bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi 
talak berupa benda atau uang dan lainnya.3 
Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus 
dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat 
hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus 
perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaaq 
Ayat 6. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 241 yang 
artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa.” 
Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita 
yang ditalak berhak mendapatkan mut’ah (pemberian). Pemberian mut’ah 
oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus 
disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Selain 
mut’ah, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama 
masa iddah kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu 
pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan. 
Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya 
akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam 
beberapa Pasal, yaitu: 
                                                          
     
3
Sayyid Sabiq, 2009, Fiqih Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqih Sunnah 4,  
Jakarta: Cakrawala Publishing, Hlm.118 
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1) UU No 1 Th.1974 Pasal 41 (c) : “Pengadilan dapat mewajibkan 
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 
menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.” 
2) KHI Pasal 81 Ayat 1: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman 
bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam 
masa iddah”. 
3) KHI Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari 
bekas suaminya kecuali ia nusyuz.” 
4) KHI Pasal 149 huruf a dan b: “bilamana perkawinan putus karena 
talak, maka bekas suami wajib: 
a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 
berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul. 
b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama 
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz 
dalam keadaan tidak hamil.” 
 
Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar 
berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan hakim kepada 
isteri yang ditalak. Karena dalam undang-undang tidak dicantumkan 
hukuman bagi suami yang tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah 
kepada isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak 
membayar nafkah iddah dan mut’ah secara sukarela. Putusan 
No.290/Pdt.G/G/2010/PA.Mks merupakan contoh yang mendeskripsikan 
mantan suami enggan melaksanakan amar putusan yang berkaitan 
dengan kewajiban suami terhadap isterinya. Selama isteri menjalani masa 
iddah suami tidak membayar nafkah iddah dan mut’ah yang telah 
dibebankan padanya, hingga enam bulan setelah pengadilan menentukan 
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hari sidang  penyaksian ikrar talak, suami tetap enggan membayar nafkah 
iddah dan mut’ah yang telah dibebankan kepadanya. 
Putusan tidak menjadi masalah selama amar putusan tersebut 
dijalankan dengan sukarela, akan tetapi dalam kasus tersebut, suami tidak 
melaksanakan amar putusan berupa kewajibannya terhadap isteri terkait 
pembayaran nafkah, sehingga ada hak-hak mantan isteri yang belum 
terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang diberikan 
oleh hakim terhadap hak-hak isteri berupa nafkah iddah dan mut’ah 
tersebut, yaitu dapat berupa kepastian pelaksanaan putusan hakim 
tentang nafkah iddah dan mut’ah,  jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang 
telah ditentukan. 
Selain itu pada perkara cerai talak, dalam data berupa beberapa 
putusan yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan pra-penelitian di 
Pengadilan Agama Makassar, terdapat putusan yang dalam amarnya 
tidak ditentukan nafkah iddah dan mut’ah isteri selaku termohon, hanya 
menjatuhkan talak saja, seperti pada Putusan Nomor 1547/Pdt.G/2013/PA 
Mks dimana isteri selaku termohon tidak memiliki pekerjaan sedangkan 
suami selaku pemohon berkemampuan secara materi. Padahal dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 Ayat (2) huruf a 
menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas 
permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan 
nafkah yang harus ditanggung oleh suami.  Kata “dapat” ditafsirkan boleh 
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secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah 
iddah dan mut’ah.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai 
talak? 
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah 
iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam 
perkara cerai talak. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan 
nafkah iddan dan mut’ah dalam perkara cerai talak.  
 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
acuan mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam 
putusan pengadilan, khususnya terhadap perkara cerai talak. 
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2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
implikasi kepada masyarakat luas yang bermaksud mengetahui seluk 
beluk pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai 
talak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kewenangan Pengadilan Agama 
Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggara kehidupan bernegara 
di Indonesia, dilakukan oleh empat badan peradilan, yakni Peradilan 
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tatata Usaha Negara, dan Peradilan 
Militer, serta Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi dari 
keempat badan peradilan tersebut. Sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman, badan-badan peradilan tersebut oleh negara diberi kekuasaan 
dan wewenang mengadili masing-masing atas bidang tertentu. Atas hal 
ini, untuk pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, ada dua hal yang 
berhubungan dengan pemberian kekuasaaan dan wewenang mengadili 
oleh negara kepadanya. 
Mengenai kedudukan dan susunan, kekuasaan, dan hukum acara 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, di atur dalam Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 dan 
Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 
Tahun 2009 memuat penegasan bahwa Peradilan Agama adalah salah 
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 
beragama Islam mengenai perkara tertentu. 
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Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama 
dilaksanakan oleh:4 
a. Pengadilan Agama 
b. Pengadilan Tinggi Agama 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 
3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 
berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi 
wilayah kabupaten/kota, yang pembinaan teknis peradilan, organisasi, 
administrasi, dan finansial pengadilannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung, tetapi pembinaan dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan 
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.  
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 UU No. 7 tahun 
1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009, yaitu: 
a. Perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan 
undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syariah, 
antara lain: 
1. Izin beristeri lebih dari seorang; 
                                                          
     
4
Sukarno Aburaera, 2012, Kekuasaaan Kehakiman Indonesia, Makassar: Arus Timur 
11 
 
 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 
21 (dua puluh satu) tahun, salam hal orang tua wali, atau 
keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri; 
8. Perceraian karena talak; 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak 
bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak 
mematuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 
kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas 
isteri; 
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 
kekuasaan seorang wali dicabut; 
12 
 
 
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum 
cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak 
yang ada dibawah kekuasaannya; 
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan 
anak berdasarkan hukum islam; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 
melakukan perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain. 
b. Waris. Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-
masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 
tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang 
tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris. 
c. Wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang 
memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut 
meninggal dunia. 
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d. Hibah. Yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda 
secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum 
untuk dimiliki. 
e. Wakaf. Yang  dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang 
atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk angka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guan keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 
umum menurut syariah. 
f. Zakat. Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib 
disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh 
seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. 
g. Infaq. Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang 
memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, 
baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki 
atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa 
ikhlas, dan karena Allah SWT. 
h. Shadaqah. Yang dimaksud dengan shadaqah adalah perbuatan 
seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi 
oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah dan 
pahala semata. 
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i. Ekonomi syariah. Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan 
atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. 
Pada prinsipnya Peradilan Agama menganut asas personalitas 
yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam atau badan 
hukum yang pemiliknya beragama Islam, namun kemudian terjadi 
perluasan pemahaman tentang pengertian “antara orang-orang yang 
beragama Islam” yaitu termasuk orang atau badan hukum yang dengan 
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam 
mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.5 
 
B. Cerai Talak 
1. Pengertian Talak 
Secara harfiyah Talak itu berarti lepas dan bebas. 
Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya 
perkawinan antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau 
masing-masing sudah bebas.6 
Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk 
melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan 
perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam 
kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama 
                                                          
     
5
Ibid. Hlm. 31 
     
6
Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 
hlm. 198. 
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untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang 
setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk 
melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, 
hadis, ijma’, ahli agama dan ahli sunnah.7 
Secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang 
berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh 
Minhaj al-Thalibin merumuskan talak dalam arti melepaskan 
hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan 
sejenisnya atau dalam rumusan yang lebih sederhana dapat dikatakan 
melepaskan ikatan perkawinan. 
Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili 
definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang 
menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak.8 Pertama: kata 
“melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti 
bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, 
yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang 
mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan 
yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan 
hubungan antara suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, 
yaitu haram. Ketiga: kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama 
maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan 
                                                          
     
7
Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: 
Kencana, hlm. 207.  
     
8
Amir Syarifuddin, Op.Cit. hlm. 199. 
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itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-
kata talak tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan 
cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.  
Dalam perkawinan dapat diputus disebabkan perceraian 
dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian menjadi dua 
bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian 
yang disebabkan oleh gugatan perceraian.9 
Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 
1974 yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang 
dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang 
Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 
130, dan 131.10 
 
2. Macam-macam Talak 
Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa 
karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan 
pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian 
adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh 
seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan 
menurut agama Islam, yang dapat pula disebut “cerai talak”. Cerai 
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Ibid Hlm. 220 
     
10
Ibid 
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talak ini diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, 
juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian 
taklik talak.11  
Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau 
perceraian dapat dibedakan atas:12 
a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk isterinya 
kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi: 
a) Talak raj’i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami 
berhak rujuk selama isteri masih dalam masa iddah tanpa 
harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini 
adalah talak kesatu atau talak kedua. 
b) Talak ba’in, terdiri atas: 
1) Talak ba’in shughraa (kecil), yakni talak yang tidak boleh 
dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas 
suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang 
terjadi sebelum adanya hubungan seksual (qobla al 
dukhul), talak dengan  tebusan atau khulu‟13 dan talak 
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 
                                                          
     
11
Ibid, Hlm. 400 
     
12
Ibid, Hlm. 401 
     
13
Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan 
tebusan („iwad) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab 1 KHI tentang 
Ketentuan umum. 
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2) Talak ba’in kubraa (besar), yakni talak yang tidak dapat 
rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak 
yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab li’an. 
b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-
jenis talak itu meliputi: 
a) dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak 
dicampuri dalam waktu suci tersebut. 
b) Talak bid’I (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan 
pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam 
keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci 
tersebut. 
 
3. Permohonan Izin Talak 
Seorang suami (pemohon) yang akan menjatuhkan talak 
kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis 
kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal isteri 
(termohon) disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan 
sidang untuk keperluan itu. Permohonan tersebut akan diajukan 
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya tempat kediaman 
pemohon apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat 
kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.14 
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 Rachmadi Usman, Op.Cit. Hlm. 402. 
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Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, 
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah 
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau 
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal 
penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama 
suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 
ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.15 
Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari isi surat 
permohonan cerai talak dimaksud dan dalam waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan isterinya 
untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 
dengan maksud menjatuhkan talak. Pemeriksaan permohonan cerai 
talak ini dilakukan oleh majelis hakim dalam siding tertutup. 
Permohonan cerai talak gugur apabila suami atau isteri meninggal 
dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama.16 
 
4. Alasan-alasan Permohonan Talak 
Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa 
tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal 
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI 
disebut dengan mistaqan ghaliza (ikatan yang kuat). Namun dalam 
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Ibid. Hlm. 403. 
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Ibid 
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realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan 
yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab 
kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan 
berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-
undang.17 Talak yang merupakan salah satu bentuk putusnya 
perkawinan hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti 
harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan 
beserta alasan-alasannya.18  
Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (3), jika isteri 
melalaikan kewajiban, suami dapat mengajukan gugatan kepada 
pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (5) dinyatakan, jika suami 
atau isteri melalaikan kewaibannya, masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.19  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 
menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau 
alasan-alasan: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
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Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia 
Legal Center Publishing, hlm. 41. 
     
18
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Op. Cit. hlm. 224 
     
19
Ibid, hlm. 225. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain diluar kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan erat 
yang membahayakan pihak lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga; 
Selain alasan di atas, dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi 
Hukum Islam terkait perceraian dengan tegas menyatakan bahwa 
peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga. Adapun perceraian dengan 
alasan syiqaq diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 yang berbunyi “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas 
alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus 
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau 
orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. 
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Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas 
alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau 
penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau 
tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa 
permohonan atau gugatan bukan tiada pembuktian sama sekali serta 
upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin diperoleh baik dari 
pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka 
hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohn atau penggugat 
untuk bersumpah. Permohonan cerai talak ini disebut dengan alasan 
Li’an.20 
Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa di dalam 
perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang 
ingin menalak isterinya dapat mengajukan permohonannya ke 
Pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan 
alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.21 Penyebutan 
alasan-alasan perceraian dalam pasal-pasal perundang-undangan 
dimaksud bersifat limitatif, maksudnya membatasi kemungkinan 
putusnya perkawinan karena perceraian.22  
5. Ikrar Talak 
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Lihat Pasal 87 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Op.Cit. Hlm. 230 
     
22
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di 
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.402 
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Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.23 Ikrar 
Talak dilaksanakan jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, 
yaitu tidak ada lagi upaya hukum selambat-lambatnya 14 hari setelah 
pembacaan putusan pada putusan tingkat pertama.24  
Setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka 
Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, 
dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri 
sidang tersebut. Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi 
kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar 
talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 
Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami 
tetap dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau 
wakilnya. Apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan 
hari sidang penyaksian ikrar talak suami tidak datang dan tidak pula 
mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah 
atau patut, gugurlah kekuatan penetapan tentang izin bagi suami 
untuk mengikrarkan talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi 
berdasarkan alasan yang sama. Dengan demikian maka perkawinan 
tetap utuh. 25 
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Abdul Manan, Cet- 6, 2012, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan 
Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, hal. 314. 
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Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama 
membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan 
putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat 
dimintakan banding atau kasasi. Penetapan tentang terjadinya talak 
tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti 
terjadinya perceraian bagi bekas suami dan isteri. Selanjutnya 
Panitera atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai 
salinan penetapan tentang terjadinya talak beserta surat ikrar talak 
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi 
tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk diadakan 
pencatatan, dengan ketentuan helai kedua dan ketiga masing-masing 
diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh 
Pengadilan Agama. PPN yang mewilayahi tempat termohon, setelah 
menerima salinan penetapan Pengadilan Agama tentang terjadinya 
cerai talak tersebut berkewajiban memberikan catatan pinggir pada 
akta nikah yang bersangkutan, yang berisi hal-hal sebagai berikut: 
1) tempat terjadinya perceraian; 
2) tanggal terjadinya perceraian; 
3) tanggal penetapan Pengadilan Agama; 
4) nomor penetapan Pengadilan Agama  
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Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, talak terjadi terhitung pada saat suami 
mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. 26 
 
 
 
 
6. Akibat Hukum Putusan Talak 
Talak menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami 
terhadap isteri yang telah ditalak antara lain: 
a. Sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya “untuk 
perempuan yang ditalak itu kegembiraan (pemberian dari 
suaminya) secara ma’ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-
orang yang taqwa.” 
b. Memberi nafkah kepada isteri yang telah ditalak selama masa 
iddah.  Ketentuan ini sesuai dengan Surat At-Thaalaq Ayat 6, 
yang artinya: 
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dtalaq) itu 
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah 
kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara 
kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu 
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menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya. 
 
c. Mahar sewaktu akad nikah dilunasi apabila mahar tersebut belum 
dibayar baik seluruhnya maupun sebagian kepada mantan 
isterinya. 
d. Memberi nafkah kepada anak-anaknya untuk pemeliharaan dan 
kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan 
suami.  
Dalam perspektif hukum Islam, bagi bekas isterinya tidak dapat 
begitu saja menerima pinangan bahkan tidak dapat segera kawin 
dengan laki-laki lain, tetapi ia harus menunggu sampai selesai masa 
iddahnya. Selama masa iddah ini suami berhak rujuk kepada bekas 
isterinya. Masa iddah berlaku pula bagi isteri yang perkawinannya 
putus karena khuluk, fasakh, dan li’an. Berbeda dengan perspektif 
hukum perdata barat, dengan terjadinya perceraian, berakhirlah hak 
dan kewajiban yang timbul dari perkawinan; isteri memperoleh 
statusnya kembali sebagai seorang wanita yang tidak kawin dan isteri 
tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi berdasarkan Pasal 225 KUH 
Perdata, pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah bagi isteri 
jika harta kekayaan yang didapatnya kurang mencukupinya. 
Tunjangan nafkah untuk isteri ini berakhir pada saat meninggal 
dunianya suami atau isteri, atau juga isteri telah kawin lagi.27 
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C. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah  
1. Pengertian 
a. Nafkah Iddah 
Pengertian iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya 
adalah„idad berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa 
yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari 
suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari 
kehamilan.28 Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin 
dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan 
demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu 
mempunyai beberapa unsur yaitu:29 
a. Suatu tenggang waktu tertentu 
b. Wajib dijalani bekas isteri, kecuali qobla al dukhul 
c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh 
suaminya. 
d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah. 
Dalam masa iddah isteri, suami diwajibkan untuk memberi 
nafkah kepada isteri yang telah diceraikannya, seperti yang 
dijelaskan dalam firman Allah berfirman At Thalaaq Ayat 6 yang 
telah penulis jelaskan sebelumnya. Masa iddah isteri tidak berlaku 
jika qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena 
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kematian suami.30 Hal tersebut telah tercamtum dalam Al- Qur’an 
Surah Al-Ahzab Ayat 49 yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 
ceraikan merekansebelum kamu mencampurinya maka 
sekali-sekali tidak wajib atas merekaiddah bagimu yang 
kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka 
mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang 
sebaik-baiknya.” 
 
b. Mut’ah 
 Di dalam syariat Islam dikenal pemberian dari suami 
terhadap isteri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian 
tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah 
dicerai tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat 
tergantung kepada kemampuan suami.31 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 
Ayat (j) yang berbunyi “mut’ah adalah pemberian mantan suami 
kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan 
lainnya.” Menurut Hussein Bahreisj ditegaskan bahwa seorang 
isteri yang telah dicerai berhak menerima hadiah perceraian 
dengan cara yang pantas, sebagaimana firman Allah dalam surat 
Al-Baqarah Ayat 241 sebagaimana yang telah dijelaskan pada 
bab 1. Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi di 
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samping isteri tercerai akan beroleh uang belanja dan perumahan 
kepada isteri yang ada hak untuk dirujuk kembali.32 
 
2. Dasar Hukum 
a. Nafkah Iddah 
Dasar hukum iddah dari Al-Qur’an adalah surah Al-Baqarah 
Ayat 228 yang artinya bahwa wanita-wanita yang ditalak 
hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Ayat tersebut 
menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak oleh 
suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau iddah 
untuk mengetahui keadaan rahim perempuan tersebut apakah 
tumbuh janin atau tidak selepas perceraian.  
Dalam hukum perdata, iddah diatur dalam Undang-Undang 
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan waktu tunggu 
bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas 
dasar Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut: 
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku 
jangka waktu tunggu. 
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut Ayat satu akan 
diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.  
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Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 
1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang 
dituangkan pada bab VII Pasal 39. Pada Pasal 153 Kompilasi 
Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu 
tunggu sebagai berikut: “Ayat (1): Bagi seorang isteri yang putus 
perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla 
dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. 
 
Demikian pula dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi 
Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah. Nafkah 
Isteri dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu: 
a. Undang-Undang No.1 Th.1974 
Pasal 34 Ayat (1): “Suami wajib melindungi isterinya dan 
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya”. 
 
b. KHI (Kompilasi Hukum Islam) 
1. Pasal 80 Ayat (4) mengatur bahwa: “sesuai dengan 
penghasilannya, suami menanggung: 
1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri 
2) Biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biaya 
pengobatan bagi isteri dan anak 
3) Biaya pendidikan bagi anak" 
2. Pasal 81 Ayat (1):”Suami wajib menyediakan tempat 
kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri 
yang masih dalam masa iddah”. 
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3. Pasal 81 Ayat (2): “Tempat kediaman adalah tempat yang 
layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau 
dalam iddah talak atau iddah wafat”.  
4. Pasal 82 Ayat (1): “Bagi suami yang berpoligami: suami 
yang punya isteri lebih dari seorang berkewajiban 
memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-
masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya 
keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali 
jika ada perjanjian perkawinan”. 
 
 
c. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami. 
Pasal 34 Ayat (3) UU No.1 Th 1974 jo Pasal 77 Ayat (5) KHI: 
“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-
masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama”. 
 
d. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan 
isterinya akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia 
telah diatur dalam beberapa Pasal yaitu: 
1. UU No 1 Th.1974 Pasal 41 huruf (c): “Pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi 
bekas isteri”. 
 
2. KHI Pasal 149 
3. KHI Pasal 152 
4. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
32 
 
 
Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 Ayat : 
a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS, maka ia 
wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan 
bekas isteri dan anak-anaknya. 
b) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud 
dalam Ayat1 ialah 1/3 untuk pegawai negeri sipil yang 
bersangkutan. 1/3untuk bekas isterinya dan 1/3 untuk 
anak-anaknya. 
c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka 
gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria 
kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. 
 
Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin 
kesejahteraan isteri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun 
kesejahteraan isteri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini 
terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang 
suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya saat iddah 
setelah diceraikan. 
 
D. Pelaksanaan Putusan Hakim 
Bentuk pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama 
ada dua yaitu secara sukarela dan eksekusi, karena pada dasarnya di 
dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada 
umumnya pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela dan eksekusi, 
secara sukarela yaitu para pihak dengan kesadaran dan tanpa paksaan 
melaksanakan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pengertian 
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eksekusi secara etimologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan 
putusan.33 
Semua perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang 
bersangkutan di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian 
masalahnya. Pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan 
tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum menjamin penyelesaian 
masalahnya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. 
Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:34 
a. Putusan Condemnatoir 
Amar putusan yang bersifat condemnatoir yang amarnya berbunyi 
“menghukum…dan seterusnya”, merupakan amar putusan yang 
mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, dalam arti putusan tersebut 
merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-
hal yang tertuang dalam putusan condemnatoir dapat dilaksanakan 
melalui suatu eksekusi putusan. 
b. Putusan Declaratoir  
Amar putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut 
hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yang bersifat Declaratoir 
tersebut, maka putusan yang bersifat Declaratoir amar putusannya 
berbunyi “menetapkan…”. 
c. Putusan Konstitutif 
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Amar yang menciptakan suatu keadaan baru. Sesuai dengan arti dari 
amar putusan yang bersifat konstitutif, yaitu menciptakan suatu 
keadaan baru, maka perkara-perkara yang menggunakan amar 
putusan yang bersifat konstitutif, amarnya berbunyi “menyatakan…”, 
merupakan putusan yang menunjukkan adanya keadaan baru yang 
sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan 
hukum tersebut. 
Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusan 
yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat 
dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara 
paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. 
Putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah 
putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”. 
Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum 
kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan 
sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Adapun untuk 
putusan yang bersifat declaratoir yaitu putusan yang hanya 
menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang 
resmi menurut hukum dan putusan constituatif yaitu putusan yang 
menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda 
dengan keadaan hukum sebelumnya, tidaklah memerlukan sarana-
sarana pemaksaan untuk melaksanakanya, karena dalam putusan 
tersebut tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya 
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akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak 
yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksaan 
untuk menjalankannya.35 
Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang 
harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu:36 
a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu 
sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak 
ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, 
putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah 
berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan 
oleh pihak-pihak yang berperkara. 
b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, yakni sesuai dengan 
ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara 
menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela 
karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan 
tersebut, dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh 
pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa 
dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan 
Pasal 200 ayat (1) HIR. 
c. Putusan mengandung amar condemnatoir. 
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Putusan yang bersifat condemnatoir biasanya dilahirkan dari 
perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan 
contradictoir. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak 
penggugat dan tergugat. 
d. Eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Agama 
Menurut Pasal 196 ayat(1) HIR dan Pasal 206 ayat(1) R.Bg yang 
berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus 
perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan 
kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak 
diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan 
eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan 
penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk 
melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut 
dibawah Pengadilan Agama 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada 
hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan 
realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi 
yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana 
tercantum dalam putusan pengadilan. 
Ada beberapa macam pelaksanaan putusan pengadilan, 
yaitu:37 
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a. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk 
membayar sejumlah uang. Hal ini di atur dalam pasal 196 HIR, 
pasal 208 Rbg. Yaitu dilaksanakan melalui penjualan lelang 
terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai 
mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimanna 
ditentukan dalam putusan hakim tersebut. 
Contoh, eksekusi pembayaran nafkah iddah oleh suami kepada 
mantan isterinya, karena dikabulkannya izin talak oleh pengadilan. 
b. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk 
melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, 
259 Rbg. 
Contoh, eksekusi yang memerintahkan kepada tergugat karena 
kalah untuk menyerahkan harta warisan milik penggugat dalam 
perkara sengketa waris. 
c. Eksekusi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk 
mengosongkan suatu benda tetap. Eksekusi ini disebut eksekusi 
riil. Hal ini diatur dalam HIR, oleh karena dibutuhkan dalam praktek 
peradilan, maka masih dilaksanakan. 
d. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam 
pasal 200 ayat 1 HIR dan pasal 218 ayat 2 Rbg.18. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Makassar tepatnya di 
Pengadilan Agama Makassar. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan 
kekuasaaan dan wewenang mengadili yang menyangkut kasus perceraian 
dalam hal ini talak adalah Pengadilan Agama, dan dengan pertimbangan 
data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-penelitian di 
lokasi tersebut.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) 
jenis data, yaitu: 
a. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung 
dari responden di lokasi penelitian. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber 
tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku 
hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen (berkas 
perkara/putusan pengadilan) dan literatur atau bahan bacaan 
lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan 
dalam penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 
penyusunan penelitian ini yaitu: 
a. Metode penelitian pustaka (Library Research) 
Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan menelaah beberapa 
referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. 
Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori 
yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik 
tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. 
b. Metode penelitian lapangan (Field Research) 
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer 
dengan teknik wawancara (interview), yaitu peneliti akan melakukan 
wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud 
adalah beberapa hakim yang memutus perkara cerai talak baik 
putusan yang mengandung amar konstitutif maupun condemnatoir. 
 
D. Analisis Data 
Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, 
dianalisis dengan teknik  kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak  
 
Nafkah iddah dan mut’ah merupakan kewajiban dari mantan suami 
kepada isteri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang 
sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak 
suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan 
isterinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum 
cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah iddah dan 
mut’ah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah 
dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraikan. 
Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang 
menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum 
perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan isterinya ia harus 
membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan, dan 
kiswah isteri sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab II. 
Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari 
isteri. Permintaan dari isteri yang dimaksud dalam hal perkara cerai talak 
adalah isteri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah dan 
mut’ah. 
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Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami  untuk 
membayar nafkah iddah dan mut’ah terhadap isteri yang telah diceraikan, 
hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang 
membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah isteri. 
Artinya bahwa hakim secara ex officio dapat menentukan nafkah iddah 
dan mut’ah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta 
merta menghukum suami selaku pemohon secara ex officio apabila 
termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi. Adapun yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara ex officio 
diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan kemampuan suami secara 
materi.38 
Nusyuz isteri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan 
isteri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk 
perkataan. Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong nusyuz 
isteri. 
1. Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah; 
2. Isteri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah 
dan tanpa izin suami; 
3. Isteri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan 
oleh agama tanpa alasan yang sah; 
4. Memukul atau menyakiti suami secara fisik; 
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5. Perselingkuhan; 
6. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk 
boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.39 
Adapun nusyuz isteri dalam bentuk perkataan adalah sebagai berikut. 
1. Isteri mengusir suaminya dari rumah. 
2. Menghina dan menyepelekan suaminya. Hal ini terkadang dilakukan 
isteri ketika pendidikan suaminya lebih rendah atau ketidaksetaraan 
status sosial, dalam hal ini status sosial isteri lebih tinggi dari suami. 
3. Berkata-kata kasar pada suaminya. 
4. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. Menceritakan 
rahasia suami kepada orang lain dapat membawa kerusakan diri 
sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi.40 
Isteri yang tergolong nusyuz haknya untuk memperoleh nafkah 
iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami selaku 
pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri yang nusyuz, 
sesuai dengan pasal 152 KHI yang telah penulis jelaskan pada bab II. 
Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar untuk 
menghukum pemohon secara ex officio adalah jika isteri terbukti tidak 
nusyuz dan suami mempunyai penghasilan yang cukup. Selain itu hakim 
juga melihat kemampuan dari isteri untuk menghidupi dirinya sendiri. 
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Hakim sangat perlu memberikan perlindungan kepada isteri terlebih jika 
isteri tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. 
Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
terdapat banyak perkara dimana dalam amar putusan cerai talak, hakim 
hanya mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj’i 
kepada termohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar nafkah 
iddah dan mut’ah. Padahal isteri tidak mempunyai penghasilan sendiri 
sedangkan suaminya berkemampuan secara materi, seperti pada putusan 
Nomor 1547/Pdt.G/2013/PA.Mks, Putusan Nomor 1253/ 
Pdt.G/2013/PA.Mks, dan Putusan Nomor 1523/ Pdt.G/2013/PA.Mks. pada 
beberapa putusan tersebut, dalam amar putusan hakim hanya 
mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj’i kepada 
termohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan 
mut’ah. Hal tersebut terjadi karena isteri tidak mengikuti proses 
persidangan hingga akhir, atau setidak-tidaknya pada saat proses jawab-
jinawab. Isteri tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya 
yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Panggilan sah 
adalah panggilan yang dilakukan oleh pejabat/jurusita, dan panggilan 
patut adalah tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara 
dengan hari sidang paling sedikit 3(tiga) hari kerja.41 
Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Makassar, 
pada perkara cerai talak sangat banyak isteri selaku termohon hanya 
                                                          
     
41
Harijah Damis, Wawancara, Pengadilan Agama Makassar, Makassar, 8 Mei 2014. 
44 
 
 
menghadiri sidang pertama dan mediasi saja. Faktor utama yang menjadi 
penyebab ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung 
adalah isteri ingin mempercepat proses perceraian dengan suaminya. Hal 
ini tentu saja menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menghukum suami 
secara ex officio dalam hal pembebanan nafkah iddah dan mut’ah. 
Hakim karena jabatannya atau ex officio menjatuhkan putusan 
yang dalam amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah 
iddah dan mut’ah kepada termohon jika hal-hal yang menjadi 
pertimbangan hakim di atas terpenuhi. Dengan catatan bahwa isteri tidak 
mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah. Jika 
hakim menghukum pemohon secara ex officio, tidak terjadi kesepakatan 
antara suami dan isteri mengenai besaran jumlah nafkah iddah dan 
mut’ah. Hakim menentukan besaran jumlah nafkah tersebut berdasarkan 
kemampuan suami secara materi agar pembebanan nafkah untuk isteri 
tidak menyusahkan suami dan tidak juga menyusahkan isteri.42 
Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, jika 
isteri hadir di persidangan, isteri dapat mengajukan gugatan rekonpensi 
atau gugatan balik, khususnya nafkah iddah dan mut’ah. Gugatan 
rekonpensi tersebut terletak di dalam eksepsi atau jawaban termohon. 
Rekonpensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara 
cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena 
selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat 
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atau tergugat, Pengadilan Agama Makassar dapat menentukan nafkah 
yang harus ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk 
menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang 
perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 
bersama. Hal ini didasarkan pada Pasal 136 Ayat (2) KHI jo.Pasal 24 Ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.43 
Dalam menghadapi tuntutan isteri, hakim membebani isteri 
dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan 
dakwaannya. Sebab yang menjadi dasar adalah bahwa orang yang 
dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan 
keadaan yang berlawanan dengan dasar ini. 
Mengenai jumlah nafkah iddah dan mut’ah memang tidak ada 
ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia 
yang memuat aturan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Oleh 
karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah iddah dan mut’ah para hakim 
Pengadilan Agama Makassar berbeda-beda putusan antara perkara beda 
dengan kasus yang sama. Besarnya mut’ah dan nafkah iddah yang 
dikabulkan tergantung pada faktor permintaan isteri dan pertimbangan 
suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah iddah dan mut’ah 
tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan isteri namun 
juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menyusahkan suami.44 
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Hukum Islam hanya mengenal konsep ma’ruf dalam penetapan 
jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang harus dibayar suami. Agar dapat 
menghasilkan putusan tentang besar kecilnya nafkah iddah dan mut’ah 
sesuai dengan konsep ma’ruf dalam hukum Islam, maka tepatlah kiranya 
bagi para hakim Pengadilan Agama Makassar menggunakan berbagai 
pertimbangan. Disamping pertimbangan kedua belah pihak, hakim juga 
mempertimbangkan lokasi tempat tinggal isteri selama masa iddahnya 
nanti, sebab mut’ah dan nafkah iddah adalah tergantung belanja hidup di 
suatu tempat dengan tempat lain berbeda sehingga keadaan dan 
kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat menjadi faktor pertimbangan. 
Cara yang ditempuh oleh hakim dalam menetukan mut’ah dan 
nafkah iddah adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang 
berperkara. Karena tidak semua pihak sepakat mengenai bentuk dan 
jumlah nafkah iddah dan mut’ah tersebut. Seorang isteri sering 
mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah dengan 
jumlah yang besar sementara suami selaku pemohon tidak sanggup 
memenuhi gugatan yang diajukan isteri sehingga tidak terjadi perdamaian, 
kemudian mengenai bentuk dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya 
kepada penilaian Majelis Hakim. Majelis Hakim selalu berusaha agar 
mengenai bentuk dan jumlah nafkah iddah dan mut’ah tersebut ada 
perdamaian yaitu dengan menanyakan dan mengarahkan kedua belah 
pihak mengenai nafkah iddah dan mut’ah. Tujuannya adalah agar nafkah 
iddah dan mut’ah yang dibebankan kepada suami akan lebih adil 
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jumlahnya karena para pihaklah yang sebenarnya lebih mengetahui 
kondisi masing-masing pihak tersebut.45  Hakim mengambil pertimbangan 
sesuai dengan kepatutan penghasilan suami, karena tidak mungkin 
membebankan nafkah iddah dan mut’ah isteri yang telah diceraikan 
kepada suami melebihi kemampuan suami tersebut. 
Cara hakim melihat kemampuan dan kepatutan suami melalui 
pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya yang diperoleh dari 
pengakuan suami (pemohon), isteri (termohon), dan para saksi yang telah 
diambil sumpahnya terlebih dahulu, akan tetapi kemudian dari para pihak 
dalam perkara ini bersepakat mengenai jumlah mut’ah dan nafkah iddah 
untuk mempercepat proses perkara, sehingga hakim dalam memutus 
mengenai mut’ah dan nafkah iddah berdasarkan kesepakatan para pihak, 
hal ini merupakan langkah positif karena adanya kesepakatan para pihak. 
Terdapat juga perkara cerai talak dimana isteri mengajukan 
gugatan rekonpensi, namun isteri hanya memngajukan gugatan 
permohonan hak asuh anak tanpa menuntut nafkah iddah dan mut’ah, 
seperti pada Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.Mks. pada perkara 
tersebut, termohon tidak memiliki pekerjaan dan memiliki tiga orang anak 
sedangkan pemohon merupakan karyawan swasta. Termohon 
mengajukan rekonpensi mengenai hak asuh anak namun tidak menuntut 
nafkah dikarenakan termohon didasari rasa sakit hati kepada pemohon, 
bukan karena isteri awam hukum. Karena sekalipun isteri seorang yang 
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awam hukum, hakim akan memberitahukan hak-hak isteri pada saat 
proses persidangan berlangsung, dan hakim juga mengarahkan kepada 
termohon untuk mengajukan rekonpensi. Bercermin pada kasus ini, 
sekalipun termohon hadir selama proses persidangan berlangsung, tidak 
menjamin bahwa isteri akan mendapatkan nafkah iddah and mut’ah jika 
dalam rekonpensi isteri tidak menuntut nafkah. Namun sekalipun isteri 
tidak mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah, isteri dapat 
mengajukan gugatan nafkah setelah perkara perceraiannya selesai. 
 
B. Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Pembebanan Nafkah Iddah 
dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak 
 
Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara 
perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara 
mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan 
pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka 
secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.46 
Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar 
mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang 
berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi 
kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, 
pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. 
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Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, 
maka sesuai pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban 
dari mantan suami yang berupa nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah, 
sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab II. 
Pada dasarnya ada dua pelaksanaan putusan terkait nafkah iddah 
dan mut’ah di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara 
Perdata. Yang pertama adalah secara sukarela, dimana pihak suami yang 
dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah bersedia 
melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela atau tanpa 
adanya paksaan. Yang kedua adalah eksekusi, adapun jenis eksekusi 
yang berkaitan dengan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah adalah 
eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dasar hukumnya adalah Pasal 197-
200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi 
penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk 
melunasi sejumlah uang kepada penggugat dengan jalan menjual harta 
kekayaan tergugat.47 Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang 
amar putusannya mewajibkan suami membayar hak isteri berupa nafkah 
iddah dan mut’ah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak 
dijalankan hal yang dilakukan untuk melaksanakan putusan terkait nafkah 
tersebut adalah dengan menjual harta kekayaan suami. 
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Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah 
putusan yang sudah mempunai hukum tetap (in kracht van gewijsde).48 
Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 
dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, dalam hal ini 
adalah pihak yang dikalahkan. Namun sering terjadi bahwa pihak yang 
dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, 
sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan 
putusan tersebut secara paksa.49 
Putusan hakim terhadap perkara cerai talak yang bersifat 
menghukum atau yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai 
putusan condemnatoir mengharuskan pihak yang dalam amar putusan 
dinyatakan dihukum harus melaksanakan putusan tersebut. Hal ini juga 
berkenaan dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada suatu 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara cerai talak 
biasanya dalam amar putusan yang berbunyi “menghukum pemohon..” 
berkaitan dengan pembebanan nafkah oleh suami terhadap isteri ketika 
terjadi perceraian, baik tentang nafkah iddah maupun mut’ah. 
Pelaksanaan pembayaran nafkah berdasarkan putusan hakim 
seyogyanya dapat diberikan sebelum ataupun setelah diucapkannya ikrar 
talak di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, durasi waktu 
terhadap pembayaran nafkah tidak mempengaruhi perceraian. Artinya, 
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meskipun suami belum membayar nafkah yang telah ditetapkan dalam 
putusan hakim tersebut, ikrar talak yang menyebabkan putusnya 
perkawinan antara suami dan isteri yang besangkutan tetap dapat 
dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya produk hukum 
yang mengatur tentang batas pembayaran nafkah iddah dan mut’ah. 
Namun meskipun begitu, sebagai bentuk perlindungan hak-hak isteri atas 
pembebanan nafkah iddah dan mut’ah oleh suami, akan tetapi sebagian 
besar hakim di Pengadilan Agama Makassar memerintahkan suami 
selaku pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum 
penjatuhan ikrar talak dilakukan dengan pertimbangan bahwa nafkah 
tersebut dibutuhkan untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya. Jika 
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah tidak dilakukan, maka akan 
menunda penjatuhan ikrar talak. Dan apabila selama enam bulan sejak 
ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak namun pemohon belum juga 
membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut, maka penjatuhan ikrar talak 
tidak boleh dilaksanakan.50 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Muriadi Muchtar, S.H., 
Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Muriadi Muchtar and Part., hal 
tersebut terjadi pada Putusan Nomor 290/Pdt.G/2010/PA.Mks, dimana 
dalam amar putusan hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan 
talak satu raj’i kepada termohon, dan menghukum pemohon secara ex 
officio untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama yaitu 
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satu unit kendaraan roda dua dan menghukum pemohon untuk membayar 
nafkah iddah dan mut’ah sebesar Rp5.000.000,-. Namun sejak 
ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak datang 
dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah mendapat panggilan 
secara sah atau patut hingga enam bulan sejak ditetapkannya hari 
penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan penetapan tentang izin 
untuk mengikrarkan talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan 
alasan yang sama. Dengan demikian maka perkawinan tetap utuh. 
Hal serupa juga terjadi pada Putusan Nomor 
711/Pdt.G/2013/PA.Mks, dimana pemohon enggan melaksanakan 
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah kepada termohon. Pemohon 
enggan melaksanakan pembayaran nafkah terhadap isteri, sehingga 
pihak Pengadilan Agama tidak mengijinkan pemohon melaksanakan ikrar 
talak. Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Naharuddin Abdullah, 
S.H., menyurat pada Pengadilan Tinggi Agama terkait penolakan 
pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. 
Menanggapi surat perihal pelaksanaan ikrar talak Putusan Nomor 
711/Pdt.G/2013/PA.Mks, Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
menyampaikan bahwa: 
1. Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3), (4), dan (5) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 tentang Peradilan Agama, maka: 
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a. Setelah putusan yang salah satu amarnya memberi ijin kepada 
pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang 
pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan 
menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
memanggil suami atau isteri atau wakilnya untuk menghadiri 
sidang tersebut. 
b. Selanjutnya dalam sidang yang telah ditentukan tersebut, suami 
atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik 
untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang 
dihadiri oleh isteri atau kuasanya. 
c. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi 
tidak datang menghadap sendiri atau wakilnya dapat 
mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau kuasanya. 
2. Bahwa pelaksanaan putusan terhadap amar putusan yang berkaitan 
dengan kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikan, tidak serta 
merta harus bersamaan dengan pelaksanaan putusan ijin ikrar talak, 
karena prosedurnya (hukum acaranya) berbeda dan pihak yang 
melaksanakan juga berbeda. Pelaksanaan amar putusan ijin ikrar 
talak tanpa melalui permohonan oleh pemohon namun merupakan 
kewajiban bagi Pengadilan, sedang pelaksanaan amar putusan 
terhadap kewajiban suami kepada isteri yang diceraikan dan pihak 
suami enggan melaksanakan secara sukarela, harus melalui 
permohonan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Demikian 
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juga dari segi kewenangan majelis hakim yang ditunjuk/ditetapkan 
oleh Ketua Pengadilan, sedangkan pelaksanaan amar putusan yang 
berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isterinya adalah mutlak 
kewenangan Ketua Pengadilan. 
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk 
melaksanakan sidang ikrar talak tidak berhak menghalangi (menunda) 
pelaksanaan sidang ikrar talak sepanjang pihak pemohon belum siap 
melaksanakan kewajibannya terhadap termohon sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam putusan a-quo. 
4. Tugas majelis hakim dalam hal pelaksanaan amar putusan yang 
berkaitan dengan kewajiban pemohon terhadap termohon sebatas 
mengingatkan pemohon akan kewajiban-kewajibannya, lebih dari itu 
bukan termasuk tugas dan kewenangannya. 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan 
Agama diperintahkan untuk membuka kembali sidang (pemohon atau 
kuasanya dan termohon atau kuasanya) kemudian melaksanakan sidang 
ikrar talak sesuai hari yang telah di tetapkan. Namun yang terjadi dalam 
kasus ini, pihak Pengadilan Agama tetap tidak mengijinkan pemohon 
untuk melaksanakan ikrar talak. Sehingga karena pemohon bersikeras 
untuk tidak membayar, maka gugurlah kekuatan penetapan tentang izin 
untuk mengikrarkan talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan 
alasan yang sama, sehingga pemohon mengajukan cerai talak lagi 
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dengan alasan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat 
melindungi hak isteri pasca perceraian. 
Adapun mengenai proses atau tata cara pembayaran nafkah iddah 
dan mut’ah yang telah dibebankan kepada suami untuk dibayar kepada 
isteri pada Pengadilan Agama Makassar dapat dilakukan secara sukarela 
atau dengan bantuan pengadilan. Dilakukan secara sukarela artinya 
suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan 
hskim kepada isterinya secara langsung, menitipkan pada kasir di 
Pengadilan Agama ataupun melalui perantara panitera yang menangani 
kasus tersebut untuk selanjutya diserahkan pada pihak isteri. Apabila 
suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak 
isteri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya 
putusan tersebut.51 
Pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur mengenai 
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah namun karena alasan nurani dan 
kebijakan pengadilan juga mengupayakan hal tersebut, dimana sebagaian 
besar hakim di Pengadilan Agama Makassar memerintahkan suami untuk 
melakukan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sesuai dengan amar 
putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Karena timbul kekhawatiran 
akankan suami dengan itikad baik membayar semua nafkah yang telah 
ditentukan oleh pengadilan. Sebab dengan berakhirnya proses 
persidangan, maka suami terlepas dari isteri, sehingga tidak ada lagi 
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pihak-pihak yang dapat menjamin hak isteri. Dengan adanya kekhawatiran 
semacam itu maka pihak pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin 
terlaksananya amar putusan terkait nafkah iddah dan mut’ah isteri pada 
perkara cerai talak. Dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa 
permohonan cerai talak tidak mengijinkan pemohon untuk melakukan ikrar 
talak jika pemohon belum membayar nafkah iddah dan mut’ah, sekalipun 
tidak ada aturan yang mengatur tentang batas pembayaran nafkah iddah 
dan mut’ah kepada isteri selaku termohon. 
Salah satu penyebab suami tidak melaksanakan putusan hakim 
secara sukarela adalah jika hakim menghukum pemohon secara ex officio, 
yang berarti bahwa isteri tidak mengajukan gugatan rekonpensi terkait 
nafkah iddah dan mut’ah dan tidak pula terjadi kesepakatan antara suami 
dan isteri selama proses persidangan berlangsung. Sedangkan bagi 
suami dan isteri yang telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah 
iddah dan mut’ah sebelum pembacaan putusan, sangat jarang ditemukan 
suami yang enggan membayar nafkah iddah dan mut’ah secara 
sukarela.52  
Seyogyanya jika isteri tidak melaksanakan putusan hakim secara 
sukarela, isteri mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi 
haknya. Eksekusi pembayaran nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan 
Agama melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, 
membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, 
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penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, 
pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat 
lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan 
menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita 
eksekusi nafkah iddah dan mut’ah. Tata cara tersebut dilakukan agar 
sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih 
memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan 
berupa nafkah iddah dan mut’ah.53 
Namun yang terjadi dilapangan adalah sangat jarang isteri yang 
melakukan permohonan eksekusi, karena tidak ingin memperpanjang 
perkara di pengadilan. Praktek eksekusi nafkah iddah dan mut’ah jarang 
terjadi, hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah: 
1) Biaya eksekusi yang dibebankan kepada isteri menurut pasal 89 ayat 
(1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang 
perkawinan dibebankan kepada isteri. Hal ini mengakibatkan isteri 
enggan untuk mengajukan, mereka lebih memilih bersikap pasrah. 
2) Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah 
biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, 
sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Kadangkala 
eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan 
yang terjadi di lapangan. Seperti pihak termohon yang tidak 
bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur,  
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dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami 
biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara 
umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi 
permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak 
sebanding dengan harta yang akan diperoleh.  
3) Tidak ada harta yang dieksekusi kadangkala keengganan suami untuk 
melunasi kewajiban nafkah isteri disebabkan keadaan ekonomi suami 
yang terbatas. 
4) Tidak ada ketentuan prodeo dalam permohonan eksekusi, tidak 
dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang di keluarkan 
saratus persen harus ditanggung para pihak (pemohon), dalam hal ini 
isteri selaku termohon.54 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di 
Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri mengajukan 
gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah ataupun 
hakim menghukum pemohon secara ex officio untuk membayar 
nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan beberapa pertimbangan 
hakim. Namun pembebanan nafkah iddah dan mut’ah mengalami 
kendala yang sering ditemui oleh Pengadilan Agama manapun 
yaitu ketidakhadiran iseri selama proses persidangan 
berlangsung. 
2. Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah 
dan mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama 
Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara 
paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya 
memberikan perlindungan hak-hak isteri dengan memerintahkan 
suami selaku pemohon untuk melakukan pembayaran nafkah 
iddah dan mut’ah dan dengan melakukan penundaan sidang 
pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan 
mut’ah. Namun tidak adanya peraturan tentang batas waktu 
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pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah menjadi celah 
hukum bagi suami untuk ingkar terhadap putusan yang telah 
dijatuhkan kepadanya. Adapun mengenai praktek eksekusi nafkah 
iddah dan mut’ah jarang terjadi karena biaya yang dikeluarkan 
terkadang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang dibbankan 
kepadanya. 
B. Saran 
1. Suami yang menceraikan isterinya sebaiknya tetap 
memberikan nafkah iddah dan mut’ah meskipun isteri tidak 
menuntut apapun, terutama jika isteri tidak mempunyai 
penghasilan. 
2. Sebaiknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan 
yang mengatur batas waktu pembayaran nafkah iddah dan 
mut’ah serta dibuatnya peraturan yang mengatur sanksi 
hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan amar 
putusan terkait nafkah iddah dan mut’ah, sebab perangkat 
hukum saat ini masih belum dapat memberikan jaminan 
terpenuhinya hak isteri setelah diceraikan oleh seuaminya. 
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